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BUPATI I,ANGIGT
PROVINSI SUI\{ATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR a'7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa pada setiap Perangkat Daerah terdapat arsip vital
yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan

hidup organisasi;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan
penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Langkat agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya
pedoman pengelolaan arsip vital;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan,
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2aog Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5021);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 nomor 56791;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
nomor 244J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nornor 23 Tahun eol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 56791;

2.

3.



4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan

Ibukota Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari

Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat Dalam Wilayah

Kabupaten Langkat ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 9 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang

Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten

Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii
Deli Serdang ( Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11,

Tambahan Negara RI No 33221;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (l,embaran Negara Tahun 2Ol2 Nomor 53 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5286);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor

49 Tahun 2015 tentang Program Arsip Vital;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Langkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor I,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 291;

9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 6L Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat;

lO.Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Jadwal Retensi Arsip Daerah;

ll.Peraturan Bupati Langkat Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
A.

Jadwal Retensi Arsip Substantif; _/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ARSIP VITAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalarn peraturan ini yang dilnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah

daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Arsip Vital adalah Arsip -yang Keberadaan nya

bagi kelangsungan operasional Pencipta, tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.

5. Tata Usaha Unit Pengolah adalah unit atau
Pengolah.

6. Pimpinan Unit Pengolah adalah kepala atau pimpinan yang bertanggung jawab

atas penyelesaian suatu urusan kegiatan.

7. Pencipta arsip adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja/Unit Pencipta Arsip lainnya

merupakan pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam

pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip

dinamis.
8. l,embaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan

tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di

Pemerintah Kabupaten Langkat.

BAB II

MAKSUD,TU」 UAN DAN RUANG LINGKUP

Pasa1 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka
mengelola, men5rimpan dan mengadakan perlindungan serta penggunaan arsip vital
bagi yang berhak di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselamatkannya arsip vital,
serta adanya ketepatan, keseragarnan dan keamanan dalam menyimpan dan 7
melindungi arsip vital di Pemerintah Daerah. -/

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan arsip vital adalah
a. identifikasi;
b. penataan;

c. perlindungan dan pengamanan
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan.

Merupakan Persyaratan Dasar

dapat di perbaharui, dan tidak

staf ketatausahaan pada Unit



BAB IH

PENGELOLAAN ARSIP VITAL

Pasal 5

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

a. analisisorganisasi;
b. pendataan;

c. penentuan arsiP vital, dan

d. penyusunan daftar arsip hasil identifikasi'

Pasal 6

penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap

hasil identifikasi arsip vital yang meliputi kegiatan :

a. pendeskriPsian;

b. pengeiomPokan;

c. pemberkasan;dan

d. penyusunan daftar arsip vital; dan

e. penyusunan daftar induk arsip vital.

Pasal 7

Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
meliputi:
a. faktor faktor perusak;
b. metode perlindungan;
c. pengamanan fisik dan informasi; dan
d. penyimpanan.

Pasal 8

(1) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 huruf d
merupakan kegiatan pelindungan arsip vital.

(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan evakuasi
arsip vital, identifikasi jenis arsip dan pemulihan {recoueryl.

(3) Pemulihan lrecouery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

stabilisasi dan pedindungan arsip yang dievakuasi, penilaian tingkat kerusakan
dan spesifikasi kebutuhan pemulihan, pelaksanaan penyelamatan, prosedur 

Ipenyimpanan kembali dan evaluasi. ,-../



Pasal 9

Akses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi
kegiatan:

a. akses dan layanan internal, dan
b. akses dan layanan eksternal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

padaねngga1 5-7-2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

padatanggal 5-7 -2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

TNDRA SALAHUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plh.KEPALA BAGIAル HUKUM

DIAN ttIANI,SH
PENATA TK.1
NIP.198006142005022001
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